KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR 3540 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 2067 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA MADRASAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

a.

bahwa untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu
pembelajaran pada Madrasah, perlu mengalokasikan
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul
Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada
Madrasah;

bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan
akuntabilitas pengelolaan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan Bantuan
Operasional  Sekolah pada  Madrasah, perlu
menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan
Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah;

bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan
efisiensi pengadaaan barang dan jasa dalam
pemanfaatan Operasional Penyelenggaraan Raudhatul
Athfal dan Bantuan Operasional Sekolah pada
Madrasah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur
Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2067 Tahun 2025
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal dan
Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

' Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4355);



. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 350
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6267);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas



10.

11.

12,

13,

14.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1382) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015
tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Agama  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1655) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun
2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang
Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1745);

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor
6 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri
Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
288);

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada
Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 172) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat
Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1383);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 472);

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2067 TAHUN
2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
RAUDHATUL ATHFAL DAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA MADRASAH.

Menetapkan Perubahan Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Nomor 2067 Tahun 2025 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional
Penyelenggaraan  Raudhatul Athfal dan Bantuan
Operasional Sekolah pada Madrasah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU merupakan acuan bagi Tim Pengelola Bantuan
Operasional pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota,
dan Satuan Pendidikan dalam penyaluran, pencairan,
penggunaan, dan pelaporan dana bantuan Operasional
Penyelenggaraan  Raudhatul Athfal dan Bantuan
Operasional Sekolah pada Madrasah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2025

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

SUYITNO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3540 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 2067 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN RAUDHATUL
ATHFAL DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA
MADRASAH.

Sebagian Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
Islam Nomor 2067 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan
Operasional Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Dan Bantuan Operasional
Sekolah Pada Madrasah diubah sebagai berikut:

. Ketentuan dalam BAB III huruf A angka 7 diubah, sehingga BAB III huruf A
berbunyi sebagai berikut:

A. Kriteria Penerima Dana
BOP/BOS dapat diberikan kepada satuan pendidikan yang memenuhi
kriteria dengan ketentuan sebagai berikut:

L.

BOP untuk satuan pendidikan berbentuk Raudhatul Athfal (RA),
BOS untuk satuan pendidikan berbentuk Madrasah Ibtidaiyah (MI),
Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah
Aliyah Kejuruan (MAK);

memiliki izin operasional yang ditetapkan oleh Kementerian Agama
sekurang-kurangnya yang telah berlaku selama 1 (satu) tahun
terhitung sebelum mulai tahun anggaran berkenaan. (Contoh: Dana
BOP RA tahun anggaran 2024 dapat diberikan kepada RA yang telah
memiliki izin operasional yang ditetapkan sekurang-kurangnya pada
tanggal 31 Desember 2022);

ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikecualikan bagi
Raudhatul Athfal yang diselenggarakan masyarakat yang pada
daerah 3T, perbatasan negara dan/atau daerah lain yang diusulkan
oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan
disetujui oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan Raudhatul
Athfal dan Madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah;

aktif melakukan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) dan tidak
sedang menjalani proses penutupan/pencabutan izin operasional
madrasah. Proses penutupan sekurang-kurangnya dibuktikan
melalui surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten /Kota.

membuat dan menyimpan dokumen surat pertanggungjawaban
belanja (SPJ) serta membuat atau mengunggah Laporan
Pertanggungjawaban Belanja (LPJ) atas anggaran yang sudah
diterima dan dibelanjakan, sesuai mekanisme yang ditetapkan oleh
Direktorat KSKK Madrasah;

melakukan pemutakhiran data pada EMIS 4.0 pada tahun pelajaran
berjalan dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Pendataan; dan
Yayasan penyelenggara satuan pendidikan (Raudhatul Athfal
dan/atau Madrasah) tidak dalam keadaan konflik/sengketa,
dan/atau berperkara hukum.



II. Ketentuan dalam BAB III huruf C angka 1 diubah, sehingga BAB III huruf C
berbunyi sebagai berikut:

C. Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Alokasi Dana

Usulan alokasi dana BOP/BOS pada tahun anggaran berjalan ditetapkan

berdasarkan jumlah siswa pada Berita Acara Pendataan (BAP) BOP/BOS

yang ditandatangani dan diunggah oleh Kepala Madrasah sampai

dengan batas akhir tanggal 30 September pada tahun anggaran

sebelumnya sesuai data EMIS, dengan kriteria:

a. siswa tercatat sebagai peserta didik di RA/Madrasah yang telah
memiliki Izin Operasional Pendirian; dan

b. siswa tercatat dalam rombongan belajar.

Mekanisme penetapan alokasi dana BOP dan BOS dilaksanakan melalui
mekanisme sebagai berikut:

1. Direktur KSKK Madrasah mengajukan usulan pagu alokasi
BOP/BOS kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan
jumlah siswa pada Berita Acara Pendataan (BAP) BOP/BOS yang
ditandatangani dan diunggah oleh Kepala madrasah sampai dengan
batas akhir tanggal 30 September pada tahun anggaran
sebelumnya dengan mempertimbangkan kebutuhan dana buffer
untuk perubahan alokasi di tahun anggaran berjalan;

2. Kementerian Agama cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
mengajukan usulan pagu alokasi BOP/BOS untuk mendapatkan
pertimbangan/persetujuan dari Kementerian Bappenas, dan
Kementerian Keuangan;

3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 2,
Kementerian Keuangan menetapkan pagu alokasi/pagu definitif
BOP/BOS dan menyerahkan kepada Kementerian Agama;

4. Direktur KSKK Madrasah menyusun pagu alokasi dana BOP dan
BOS per satuan pendidikan berdasarkan pagu yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan. Dalam hal pagu alokasi/pagu definitif
sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak sesuai dengan usulan,
maka Direktorat KSKK Madrasah dapat melakukan penyesuaian;

5. Direktur KSKK Madrasah menetapkan pagu alokasi BOP/BOS
tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

6. Dalam hal kebijakan penyaluran dana BOP dan BOS pada
Madrasah swasta dilakukan oleh Satker Kantor Wilayah
Kementerian Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.
Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan menetapkan alokasi
BOP/BOS pada madrasah swasta di wilayahnya berdasarkan
penetapan pagu alokasi BOP/BOS oleh Direktur KSKK Madrasah.



III. Ketentuan dalam BAB III huruf D angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga
BAB III huruf D angka 1 dan angka 2 berbunyi sebagai berikut:

l.Penyaluran dan Pencairan Dana BOP/BOS Madrasah yang
diselenggarakan oleh masyarakat:

a. Penyaluran Dana BOP/BOS dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi atau Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kebijakan yang
ditetapkan.

b. Penyaluran dana BOP/BOS dilakukan melalui mekanisme
Pembayaran Langsung (LS) ke rekening penerima bantuan.

c. Penyaluran Dana BOP/BOS dilaksanakan per triwulan/per tiga
bulan dengan ketentuan:

1. RA dan Madrasah dapat melakukan pengajuan sesuai triwulan
yang ditetapkan;

2. Penyaluran triwulan III hanya dapat dilaksanakan apabila RA
dan madrasah telah membelanjakan sekurang-kurangnya 80%
dari total bantuan yang diterima pada triwulan I dan Triwulan II;
dan

3. Penyaluran triwulan IV hanya dapat dilaksanakan apabila RA
dan madrasah telah membelanjakan sekurang-kurangnya 80%
dari total bantuan yang diterima pada triwulan I, II, dan III.

2. Pencairan dana BOP/BOS oleh madrasah yang diselenggarakan oleh
Masyarakat:
Pencairan dana BOP/BOS oleh madrasah yang diselenggarakan oleh
masyarakat dapat dilakukan melalui bank/POS penyalur yang telah
ditunjuk oleh satuan kerja penyalur melalui proses Kerjasama.
Persyaratan pencairan dana BOP/BOS diatur sebagai berikut:

a. Triwulan I:
1. Surat Permohonan Penyaluran dana BOP/BOS triwulan I;
2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;
3. Surat Perjanjian Kerjasama yang sudah ditandatangani PPK dan
Kepala RA/Madrasah;
4. Rencana Kerja dan Anggaran RA/Madrasah; dan
5. Kwitansi/Bukti Penerimaan sebagai dasar Pencatatan.

b. Triwulan II, II, dan IV:

1. Surat Permohonan Penyaluran dana BOP/BOS (sesuai triwulan
pengajuan);

2. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak;

3. Rencana Kerja dan anggaran RA/Madrasah;

4. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJb) dengan
ketentuan;

5. SPTJb triwulan II berisi pertanggugjawaban anggaran triwulan I;

6. SPTJb triwulan III berisi pertanggugjawaban anggaran triwulan I

dan II; dan .
7. SPTJb triwulan IV berisi pertanggungjawaban anggaran triwulan

I, 11, dan III.

RA/Madrasah penerima BOP/BOS dapat melakukan pencairan ke
bank/POS penyalur yang ditunjuk setelah seluruh persyaratan
dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim BOS Kanwil/Kankemenag dan
membawa print-out bukti up-load serta dokumen tambahan yang



dipersyaratkan dalam perjanjian Kerjasama antara bank/POS penyalur
dengan satuan kerja penyalur.

Dalam hal PPK menggunakan rekening kolektif yang digunakan sebagai
rekening penerima dana BOP/BOS, satuan pendidikan (RA/Madrasah)
tidak  diperbolehkan menggunakan rekening tersebut untuk
menampung anggaran selain dana BOP/BOS.

IV.Ketentuan dalam BAB IV huruf A angka 4 dihapus.

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd

SUYITNO



